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1. PENDAHULUAN

Saat ini, kemajuan sektor publik di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam permintaan akuntabilitas
terhadap lembaga-lembaga publik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
untuk melaksanakan program mereka. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dokumen keuangan
tahunan yang telah disahkan oleh DPR dan berisi informasi mengenai pendapatan serta pengeluaran pemerintah
dalam satu tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi APBN mencakup otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi dana negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu Lembaga negara yang sudah seharusnya
mematuhi ketentuan pelaksanaan penggunaan APBN dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dimana
segala bentuk kegiatan dalam proses penyampaian anggaran akan dilampirkan dalam bentuk laporan

http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass



http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass
mailto:masasongko@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:masasongko@gmail.com

66 a ISSN: 2986-3546

pertanggungjawaban (LPJ) keuangan. Dimana didalamnya memuat realisasi belanja yang dibuat sebagai wujud
responsibilitas dan transparansi dalam birokrasi pemerintah. Namun, seringkali ada berbagai faktor yang dapat
menghalangi ke tepatanketika laporan keuangan akuntabilitas disampaikan tepat waktu. Data keterlambatan
LPJ disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Data keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan KPK tahun 2020-2021

No. Unit Kerja Jumlah LPJ | Terlambat | Persentase
1 | Sekretariat Jenderal 462 112 24,2%
2 | Penindakan 757 420 55,5%
3 | Pencegahan dan Monitoring 451 149 33%
4 | Informasi dan Data 190 19 10%
5 | Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat | 104 6 5,8%
6 | Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat 154 0 0%
7 | Koordinasi dan Supervisi 75 10 13,3%
8 | Inspektorat 1 0 0%
9 | Sekretariat Dewan Pengawas 0 0 0

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) belum berjalan dengan baik
karna masih adanya keterlambatan dalam penyampaian LPJ tersebut. Dari 9 (Sembilan) unit kerja yang ada di
KPK, ternyata sebagian besar masih terlambat dalam menyampaikan LPJ. Beberapa hal yang bisa berdampak
pada kelancaran pengiriman laporan keuangan adalah penggunaan teknologi, kemampuan karyawan, dan
kontrol internal.

Demi meningkatkan kepatuhan penyampaian LPJ dengan ketentuan yang berlaku serta dalam rangka
upaya untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian LPJ maka perlu mengetahui faktor-faktor yang
menjadi permasalahan terkait ketepatan waktu penyampaian LPJ tersebut. Oleh karena itu, sang penulis merasa
tertarik untuk mengadakan studi dengan judul “Determinan Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang penelitian, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi.
Pertama, penyusunan satu dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan kegiatan yang sama
memerlukan tiga aplikasi berbeda, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama dari seharusnya.
Kedua, sebagian besar pegawai belum memahami prosedur dalam penyusunan LPJ keuangan. Ketiga, terdapat
kesenjangan antara implementasi Standar Operasional Prosedur pertanggungjawaban keuangan dengan
pelaksanaan di lapangan. Keempat, penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi terkait faktor-faktor
yang memengaruhi ketepatan pengiriman LPJ, termasuk teknologi informasi, keterampilan SDM, dan kontrol
internal. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan apakah teknologi
informasi, keterampilan SDM, dan kontrol internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengiriman LPJ
secara individu atau bersamaan.

Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan Uang Persediaan (UP) untuk kegiatan swakelola/non-kontraktual
serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyampaian LPJ, yaitu pemanfaatan teknologi
informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal. Penelitian bertujuan untuk
mengeksplorasi dampak variabel-variabel tersebut terhadap keteraturan dalam pelaporan keuangan. Harapan
dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori terkait pengelolaan anggaran
publik dan memberikan solusi yang berguna bagi praktisi dan akademisi. Bagi penulis, penelitian ini
memberikan wawasan empiris dan pengalaman. Bagi instansi, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam
pengambilan kebijakan terkait teknologi informasi dan pengendalian internal. Bagi akademik, penelitian ini
diharapkan menjadi literatur pendukung bagi penelitian berikutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori dan Dasar Hukum

Menurut Indra Bastian dalam Machfuda & Kustiningsih (2021) mendefinisikan SPJ sebagai komponen
dari sistem akuntansi pemerintah daerah yang menjelaskan tentangnya. SPJ pengeluaran adalah catatan detail
dari penggunaan kas yang dilengkapi dengan bukti transaksi pengeluaran.

Definisi SPJ menurut LAN & BPKP dalam Machfuda & Kustiningsih (2021) yaitu dokumen penting
yang dibuat oleh bendahara untuk melaporkan penggunaan APBN dan memastikan akuntabilitas dalam
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pengelolaan keuangan. SPJ bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih
tinggi tentang pengeluaran dana negara.

Pada pengertian umum di KPK yang penulis ketahui, SPJ atau lebih dikenal dengan LPJ adalah laporan
pertanggungjawaban yang memuat bukti-bukti pembayaran asli dan disusun secara terperinci. Dokumen LPJ
ini berkaitan dengan kelengkapannya administrasi dalam pertanggungjawaban atas keuangan yang dikelola
serta implementasi dari penggunaan dana dalam suatu program atau proyek. Fungsi dari penyusunan sebagai
alat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana upah muka oleh penerima dana tersebut saat
menjalankan proyek tertentu

Dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah laporan yang
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu unit
dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah. Menurut Nirmawati (2021), fungsi dari SPJ adalah
sebagai:

a.  Penentuan kebijakan dan panduan dari para pimpinan.

b.  Materi yang digunakan untuk membuat rencana kegiatan selanjutnya.

c.  Sebagai alat evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan serta hasil yang diperoleh dari kegiatan yang
sudah dilakukan.

d. Digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan di masa depan.

e.  Sebagai sarana informasi mengenai perkembangan suatu kegiatan.

Menurut Gregory dan Van Horn dalam Arif & Anita (2018), ketepatan waktu secara konseptual adalah
kemampuan untuk memberikan informasi dengan tepat pada waktu yang diinginkan atau kualitas informasi
yang baik dalam hal waktu. Chambers dan Penman dalam Kristianto & Apriwenni (2018) mengartikan
ketepatan waktu dalam dua bentuk, yakni sebagai keterlambatan dalam presenting laporan keuangan dan
sebagai ketepatan waktu presenting laporan relatif terhadap target yang ditentukan. Selain itu, Dyer dan Mc
Hugh dalam Yunita (2017) mengatakan ada tiga faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan, yaitu
preliminary lag, auditor’s report lag, dan total lag. Preliminary lag adalah jeda waktu antara penyelesaian
laporan keuangan dan penerimaan laporan akhir. Auditor’s report lag adalah jarak waktu antara selesainya
laporan keuangan dan penandatanganan laporan auditor. Selain itu, total lag adalah jarak waktu antara periode
laporan keuangan dan pengiriman laporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang
Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap adalah batas
waktu pertanggungjawaban uang muka kegiatan adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan
selesai dilaksanakan. Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketepatan waktu
(timeliness) penyampaian LPJ/SPJ adalah jangka waktu penyampaian LPJ/SPJ dalam rangka
pertanggungjawaban penggunaan uang muka kegiatan sebelum 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai
dilaksanakan.
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o _ )
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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Keterangan :

H1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

H3 : Pengendalian Internal berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal secara
bersama-sama berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan

2.2. Gambaran Umum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga nasional yang dibentuk untuk memberantas
korupsi, didirikan pada era Megawati Soekarnoputri dengan dasar UU No. 30 Tahun 2002 yang diperbarui
menjadi UU No. 19 Tahun 2019. KPK memiliki 5 tugas utama dan 29 kewenangan, termasuk koordinasi,
supervisi, penyelidikan, hingga pengadilan, melibatkan partisipasi masyarakat sesuai hukum yang berlaku.
KPK adalah sebuah badan pemerintah yang bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik manapun. Tugas
utama KPK adalah tidak hanya untuk memberantas tindak korupsi, tetapi juga untuk mendorong lembaga lain
agar lebih efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Pimpinan KPK terdiri dari lima orang, yaitu satu
ketua merangkap anggota dan empat wakil ketua yang juga merupakan anggota. Masa jabatan mereka
berlangsung selama empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Dalam membuat keputusan, mereka bekerja
secara kolektif dan kolegial. Dalam usahanya untuk menekan dan menghindari korupsi, KPK selalu mematuhi
pandangan, tujuan, dan harapan KPK yang mencakup legalitas, transparansi, pertanggungjawaban,
kepentingan rakyat, keseimbangan, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Fokus KPK adalah bersama
masyarakat mengurangi korupsi untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Sementara tujuan KPK adalah
meningkatkan langkah-langkah pencegahan dengan memperbaiki sistem manajemen administrasi badan
pemerintah dan yang anti-korupsi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka diperkuatnya peran pencegahan
serta dibentuknya unsur Dewan Pengawas menjadi kekuatan baru bagi KPK. Dewan Pengawas sesuai tugasnya
sesuai undang-undang, menyempurnakan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku KPK supaya
berkesesuaian dengan tuntunan perkembangan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai dasar KPK yang baru
dan harus diterapkan oleh pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya terdiri atas nilai Integritas, Sinergi,
Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan, yang kemudian disingkat menjadi “IS KPK”.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner penelitian kepada para PIC yang telah ditunjuk
dan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) sebagai pembuat dan penyusun LPJ dengan jumlah sampel
sebanyak 90 orang dari total populasi PIC pembuat dan penyusun LPJ di KPK yang berjumlah 117 PIC. Dari
90 kuesioner penelitan yang disebar, kuesioner penelitian yang kembali sebanyak 90 kuesioner. Data tersebut
disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

No Keterangan Jumlah | Persentase (%)
1 | Kuesioner disebar 90 100%

2 | Kuesioner kembali 90 100%

3 | Kuesioner tidak kembali | 0 0

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Informasi mengenai ciri-ciri partisipan berdasarkan gender bisa terlihat di tabel 3 berikut ini:

Informasi mengenai tingkat pendidikan responden telah dianalisis dan ditampilkan dalam tabel 4.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No | Keterangan | Jumlah | Persentase (%)
1 | Laki-laki 33 37%
2 | Perempuan | 57 57%

Total 90 100%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No Keterangan Jumlah | Persentase (%)
1 | SMA 2 2%
2 | Diploma lll (D3) 27 30%
3 | Stratal (S1) 58 65%
4 | Pasca Sarjana (S2/S3) | 3 3%
Total 90 100%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022

Di bawah ini disajikan tabel hasil survei mengenai respons dari peserta penelitian terhadap pertanyaan
tentang penggunaan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, kontrol internal, dan keakuratan
pengiriman laporan keuangan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Frekuensi Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

. 1 2 3 4 5
Skala Linkert FToe lEl% (ET % TET % TET %
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)
X1.1 1111|6 |67 |42|46,7 |41 | 456
X1.2 4 14412426741 |456 |21 233
X1.3 111 3 |33 | 4145645500
X1.4 414418 |89 |42]46,7|36]400
X1.5 1111|4144 |8 |89 |49|544|28]|311
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)
X2.1 3133]13|144|50]|556]|24] 267
X2.2 3133]12]133|48|533]|27 ]300
X2.3 1]111|2 |22 |36]|40,0]51|56,7
X2.4 2122[8[89]22]244[29]322]|29]322
X2.5 11114 |44 |41|456 44489
Pengendalian Internal (X3)
X3.1 2122]15]|16,7|43|478|30] 333
X3.2 4 |44 | 471522 |39]433
X3.3 111112133 |51 |56,7]|26]| 289
X3.4 21229 |100[39|433|40]|444
X3.5 2122|8 |89 [44]489 36400
Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (Y)
Y.l 21221 |11|5 |56 [40]|444|42]46,7
Y.2 2 |22 |31|344|57|633
Y.3 2 |22 |36|40,0|52|578

Sumber : Data primer diolah Statistik IBM SPSS Versi 27, 2022
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4.1. Hasil Analisis
Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Model regresi
berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
KW = a + B1PTI + B2KSDM + B3PI + ¢

Keterangan:

KW = Ketepatan Waktu

a = Konstanta

Bl -- B3 = Koefisien Regresi Variabel Dependen
PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi
KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia
Pl = Pengendalian Internal

€ = Error atau variabel diluar model

Untuk membentuk persamaan regresi dalam penelitian ini diperlukan nilai koefisien regresi yang diuji
melalui IBM SPSS versi 27 dan tersaji pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients t Sig.
ode B Std. Error Beta

1 | (Constant) 6,923 1,245 5,559 | 0,000
Pemanfaatan Teknologi 0,058 0,068 0,098 0,852 | 0,397
Informasi (X1) ' ' ' ' '
Kompetensi Sumber Daya 0,124 0,078 0,245 1,501 | 0,115
Manusia (X2) ' ' ' ' '
Pengendalian Internal (X3) 0,130 0,084 0,242 1,552 | 0,124

Sumber : Data primer diolah Statistik IBM SPSS Versi 27, 2022

Menurut hasil analisis regresi linear yang tercantum dalam tabel 6, diperoleh rumus sebagai berikut:
KW = 6,923 + 0,058PTI + 0,124KSDM + 0,130PI + ¢

Dari formula yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai o memiliki dampak positif, menunjukkan
bahwa variabel independen seperti penggunaan teknologi informasi, kompetensi SDM, dan pengendalian
internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Angka regresi
untuk variabel penggunaan teknologi informasi adalah 0,058 terhadap ketepatan waktu dalam pengiriman
laporan keuangan. Jika penggunaan teknologi informasi meningkat satu poin, maka kemungkinan ketepatan
waktu dalam penyampaian laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,058 atau 5,8%.

Nilai koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu dalam
penyampaian laporan keuangan adalah sebesar 0,124. Jika variabel pemanfaatan teknologi informasi naik satu
poin, maka ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga akan naik sebesar 0,124 atau 12,4%.

Kemudian, angka koefisien untuk regresi variabel internal control adalah 0,130 terhadap variabel
keakuratan waktu dalam pengiriman laporan pertanggungjawaban keuangan. Angka koefisien regresi ini
berarti jika variabel penggunaan teknologi informasi naik satu poin, maka keakuratan waktu dalam pengiriman
laporan pertanggungjawaban keuangan akan meningkat sebesar 0,130 atau 13%.

4.2. Pembahasan

Hasil uji signifikan simultan (uji f) dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa f hitung memiliki nilai
sebesar 10,961 yang lebih besar daripada f tabel yang sebesar 2,71 dan signifikansinya adalah 0,000 yang lebih
kecil daripada 0,05. Data dari uji f ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi
sumber daya manusia, serta pengendalian internal secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Uji coba tersebut membuktikan
bahwa agar laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu dengan signifikan, tidak cukup hanya
mengandalkan satu faktor saja, tetapi harus ada dukungan dari ketiga faktor tersebut secara kolektif.

Uji coba ini mendukung temuan dari penelitian Sawitri et al. (2019) yang menunjukkan bahwa faktor
manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan pada
ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan ketepatan waktu dalam
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penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan KPK, maka dalam hal pemanfaatan
teknologi informasi, KPK harus membangun suatu aplikasi yang terintegrasi untuk penyelesaian LPJ secara
efektif dan efisien. Perlunya pelatihan terkait APBN bagi para pembuat dan penyusun LPJ diharapkan akan
mampu meningkatkan kompetensi SDM-nya.

Demikian juga dengan penguatan terhadap pengendalian internal diharap dapat mampu meningkatkan.
Perlunya pendefinisian wewenang dan tanggungjawab yang jelas terhadap para PIC pembuat dan penyusun
LPJ diharapkan dapat membuat para PIC fokus terhadap penyelesaian penyusunan LPJ. Kemudian perlu
ditingkatkannya kembali monitoring atasan terhadap penyelesaian LPJ, perlu adanya pengingat dengan
menggunakan Kartu Pengawasan (Karwas), serta sosialiasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait
LPJ demi terciptanya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di
lingkungan KPK.

4.2.1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Hasil regresi liner berganda menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak
positif. Ini berarti penggunaan teknologi informasi mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan
laporan keuangan. Namun, hasil uji statistik t menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara
parsial tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian ini mendukung temuan Burhanuddin dan Yanto (2018) yang menyatakan bahwa teknologi
informasi tidak signifikan memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Sebaliknya, beberapa
penelitian, seperti Jaenudin (2019), Yustanti & Susanti (2020), dan Amelia Fahmadani (2024), menemukan
pengaruh positif teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan. Dewayani et al. (2017), Fitriani
(2017) dan Anshori (2018) juga mengidentifikasi pengaruh positif dan signifikan teknologi informasi terhadap
ketepatwaktuan laporan keuangan. Temuan serupa disampaikan oleh Shentya et al. (2019) di Kabupaten
Manokwari dan Hikmatun (2020) pada pemerintah desa. Namun, Waris et al. (2021) menyimpulkan bahwa
teknologi informasi bukan faktor utama keterlambatan laporan perjalanan dinas.

Teknologi informasi ialah serangkaian perkakas yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak,
jaringan, data, dan pikiran yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas terkait pengolahan data
menjadi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah tindakan menggunakan teknologi informasi untuk
menyelesaikan pekerjaan guna meningkatkan efisiensi. Andrianto & Rahmawati (2018) berpendapat bahwa
penggunaan teknologi informasi berarti memanfatkan berbagai peralatan untuk mendukung pengolahan
informasi. Penggunaan teknologi informasi melibatkan hardware, software, netware, dataware, dan brainware
untuk mempercepat proses pengolahan data dan distribusi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi di KPK telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan pembuatan
LPJ. Saat ini KPK menggunakan aplikasi intranet Selayar Renkeu dan aplikasi SAKTI sesuai dengan aturan
Kemenkeu. Namun pemanfaatan teknologi informasi ini masih harus disempurnakan kembali demi tercapainya
efisiensi waktu dalam pengerjaan laporan pertanggungjawaban keuangan keuangan, sehingga penyampaian
LPJ ke BPP dapat tepat waktu. Apabila efisiensi dalam pemanfaatan teknologi ini dapat ditingkatkan, maka
ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK akan semakin meningkat.

4.2.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Berdasarkan analisis regresi berganda, ternyata kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak
positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Tetapi, uji statistik t menunjukkan bahwa
secara parsial kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Ermayanti (2016), Oktyawati & Fajri (2019), Fadhilla &
Ikhsan (2020), serta Yustanti & Susanti (2020), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia
(SDM) memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal serupa diungkapkan oleh
Amelia Fahmadani (2024)). Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil berbeda. Yanto & Burhanuddin
(2018), Hikmatun (2020), dan Anshori (2018) menyatakan bahwa SDM tidak signifikan memengaruhi
ketepatan waktu laporan keuangan, sementara Jaenudin (2019) menemukan pengaruh negatif. Sebaliknya,
penelitian Fitriani (2017), Shentya et al. (2019), dan Machfuda & Kustiningsih (2021) menemukan pengaruh
signifikan dan positif kualitas SDM terhadap ketepatan waktu laporan keuangan dalam berbagai konteks. Waris
et al. (2021) menyimpulkan bahwa SDM bukan faktor utama keterlambatan laporan pertanggungjawaban
perjalanan dinas.
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Kompetensi merupakan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kerja dengan baik.
Kemampuan ini tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap kerja yang
sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dengan demikian, kompetensi memperlihatkan keahlian dan pengetahuan
yang menandai seorang profesional dalam suatu bidang khusus sebagai hal yang paling penting, menjadi
keunggulan dalam bidang tersebut (Wibowo, 2013). Dengan memiliki sumber daya manusia yang
berkompeten, maka akan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan KPK, diperlukan upaya untuk
meningkatkan kemampuan para PIC yang bertanggung jawab dalam penyusunan LPJ. Salah satu cara untuk
meningkatkan kemampuan tersebut adalah melalui pelatihan secara terus-menerus agar para PIC selalu
memiliki pengetahuan terbaru dalam penyusunan LPJ. Hal lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK yaitu dengan sosialiasi
aturan-aturan terbaru yang berlaku dalam pembuatan dan penyusunan LPJ. Apabila hal-hal tersebut dapat
terealisasi, maka kompetensi sumber daya manusia dalam pembuatan dan penyusunan LPJ akan meningkat
sehingga akan meningkatkan pula ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
di KPK.

4.2.3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan

Pengujian variabel kontrol internal terhadap keakuratan waktu dalam penyusunan laporan keuangan
dengan regresi linier ganda menunjukkan hasil yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol internal
berpengaruh positif terhadap keteraturan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Tetapi pengujian
hipotesis dengan uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kontrol internal secara sebagian tidak signifikan
berpengaruh terhadap keakuratan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Temuan studi ini sama dengan
hasil penelitian sebelumnya oleh Oktyawati & Fajri (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian internal
akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Amelia Fahmadani (2024)
dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu
laporan keuangan.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Ermayanti (2016) yang menyatakan bahwa
pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.
Begitupula dengan penelitian Fitriani (2017) yang menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu (timeliness) laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan
dinas. Yanto & Burhanuddin (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap
ketepatwaktuan pelaporan keuangan desa. Penelitian Walyono et al. (2019) menyatakan bahwa pengendalian
intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu. Waris et.al (2021) menyatakan
dalam penelitiannya bahwa pengendalian intern bukannya penyebab keterlambatan pembuatan surat
pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pengendalian internal bertujuan memastikan kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Menurut COSO (The Committee of Sponsoring Organizations), pengendalian internal adalah proses yang
melibatkan direksi, manajemen, dan seluruh personel organisasi, dirancang untuk memberikan keyakinan yang
memadai terhadap pencapaian tujuan terkait operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Berdasarkan PP Nomor 60
Tahun 2008, pengendalian internal merupakan proses integral yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien,
andal dalam pelaporan keuangan, melindungi aset negara, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban di KPK,
maka praktek pengendalian intern harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara terus menerus. Salah satu
praktek pengendalian internal terkait dengan proses penyampaian LPJ secara tepat waktu adalah dengan gencar
mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan laporan pertanggungjawaban
keuangan. Dengan semakin meningkatkan pengendalian internal, maka akan semakin meningkat pula
ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban di KPK.
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5.  KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi
sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban
keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling, di mana data
diperoleh melalui kuesioner elektronik menggunakan Google Form serta kuesioner langsung kepada
responden. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi statistik IBM SPSS versi 27 untuk mengolah data
kuantitatif yang terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya
manusia, dan pengendalian internal masing-masing memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap
ketepatan waktu pelaporan secara parsial. Meski demikian, pengendalian internal yang efektif, kompetensi
SDM yang ditingkatkan melalui pelatihan, serta optimalisasi teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi
dan ketepatan waktu pelaporan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut menunjukkan pengaruh positif dan
signifikan, menegaskan bahwa peningkatan ketepatan waktu pelaporan memerlukan sinergi dari semua faktor
tersebut.
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